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PUTUSAN
Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK
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B NEENANS T 2y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu

rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten

Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh
bangunan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29
Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 29 Oktober
2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
tanggal 09 Mei 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang
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Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
233/12/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah
Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua
Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena:
a. Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 4
tahun namun belum dikaruniai anak;
b. Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga sehingga
orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
C. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga
jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan
dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan
menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang bahkan Tergugat
sering mengucapkan kata cerai kepada Pengggugat ketika sedang
bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal April 2018 hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan
Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua
Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal
dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 6 bulan lamanya, maka
hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana
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sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-
baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat
merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cqg. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 2203/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang masing-
masing dibacakan didalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran

kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat
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sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap

dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk
menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan
surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak
dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan
sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/12/V/2014 tertanggal
09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Galang Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan menarik
beca, tempat tinggal di Dusun Il (dekat Kantor Kepala Desa Jaharum A),
Desa Jaharum A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Penggugat adalah saudara sepupu saksi (ibu Penggugat dengan
ibu saksi kakak beradik) sedangkan Tergugat adalah suami

Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada Bulan Mei 2014 yang lalu, yang tanggalnya
saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi
pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sejak tahun
2016 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang
puncaknya terjadi pada bulan April 2018 yang lalu sehingga
akhirnya Penggugat dan Tergugat pisabh;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah
ekonomi rumah tangga Tergugat kurang memberikan biaya rumah
tangga kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa
alasan yang jelas;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-
marah, memaki, menghina Penggugat dan juga menghancurkan
barang-barang dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat
ketika bertengkar;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada
saksi ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi lagi;
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- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
kumpul untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

2. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Dusun Il (dekat Kantor Kepala Desa Jaharum A), Desa
Jaharum A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga sebelah rumah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada Bulan Mei 2014 yang lalu, yang tanggalnya
saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah
bersebelahan rumah dengan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi
pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sejak tahun
2016 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang
puncaknya terjadi pada bulan April 2018 yang lalu sehingga
akhirnya Penggugat dan Tergugat pisabh;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah
ekonomi rumah tangga Tergugat kurang memberikan biaya rumah

tangga kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum
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dikaruniai anak dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa
alasan yang jelas;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-
marah, memaki, menghina Penggugat dan juga menghancurkan
barang-barang dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat
ketika bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampali saat sekarang ini sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
kumpul untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi
tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat
tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dari Tergugat dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada
berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di
persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum, oleh karena oleh karenannya Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan pemeriksan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan
nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena
Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat
dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya
dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan
membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat ,
sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 1l hal 405 yang berbunyi:

- - ~ - o - _ -

Y allb 589 o pls pueliadll eSS e oS Wl el 83
d g5

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,
dan gugurlah haknya.
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan
Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan
Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam
posita gugatan Penggugat pada point 4 sampai dengan point 10;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat
tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara
sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan
yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah
cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 09 Mei 2014 dihadapan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 233/12/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat
ternyata bahwa antara Penggugat dengaan Tergugat sudah terikat dalam
suatu perkawainan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang
relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-
nazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam
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dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(vide pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan
menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan
keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-
saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu
kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat
tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka
sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua
orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi
di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke
persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2016 yang antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga
Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat,
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat sering
pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan dalam pertengkaran

tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina Penggugat
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dan juga menghancurkan barang-barang dan mengucapkan kata cerai
kepada Penggugat ketika bertengkar;

- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang 6
bulan lamanya;

- Bahwa upaya perdamaian sudah diusahakan akan tetapi tetap tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi sebagai berikut :
Jezg ledl loiSami) Blojl pSomail o o) $l> Ol ai] ¢os
U9 ;S.n_u ,0_9.5.] <y Y ells w9 Ql 40> )9 6J90 pS.l.u

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan
tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah
tangganya sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan
kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut
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diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya
apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka
gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada

Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391000,00 ( tiga ratus sembilan

puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk
Pakam pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan
dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan
Arifin. sebagai Ketua Majelis Drs. Syahminan Lubis. SH. dan Drs. H.
Elmunif . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut
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bersidang dan dibantu Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin .

Hakim Anggota Hakim Anggota

. Drs. H. EImunif . Drs. Syahminan Lubis SH.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00
2. Biaya proses Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp.391.000.00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.00
5. Meterai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 391.000.00

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
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